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Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan
The role of North Sumatra Provincial Government in
Settlement Process of Land Dispute / Conflict Problems
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AbstrakSesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebihlanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflikpertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metodedeskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaianpermasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utaramelaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPNNomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan,Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diprosessesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahanmenjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terusdilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN.Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaanswasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegeramungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakatpenuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atasredistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.
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Abstract
In accordance with the authority of the Provincial Government of North Sumatra in the field of land, it is necessary to
see further how the role of government in the process of solving the problems of land conflicts. Long-term and
protracted land conflicts are disputes / land conflicts of former HGU PTPN II. Descriptive method is used to describe in
a systematic, factual and accurate to solve the problems of land conflicts. The result of the research shows that the
North Sumatera Provincial Government executes its authority whose settlement is hampered until now. One of the
contents of the dictum of BPN Decree Number 42, 43, 43 / 2002 and No. 10/204 which contains the sentence: submit
the Arrangement, Ownership, Ownership, Utilization and Use of Land to the Governor of North Sumatra. For further
processing in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, after obtaining permission from the
Minister. The problem becomes complicated, because the permit is not published until now. Efforts to find solutions
still continue to be done, including with the central government of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of
SOEs. Based on the facts of the field, many community groups, both claimants and applicants are also private
companies that currently control the land of former HGU PTPN II. So the North Sumatera Provincial Government
should immediately conduct a re-registration and verification / petition submitted by the claimant / appealing
community group, so as to obtain the truth as objectively as possible to obtain the right to redistribution of the former
land of HGU.
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PENDAHULUANMenurut Winataputra (2007) kesadaranberkonsti Tanah adalah karunia dari TuhanYang Maha Esa kepada umat manusia di mukabumi. Tanah menjadi kebutuhan dasarmanusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia,manusia membutuhkan tanah untuk tempattinggal dan sumber kehidupan. Secarakosmologis, tanah adalah tempat manusiatinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat darimana mereka berasal dan akan kemana pulamereka pergi. Dalam hal ini tanah mempunyaidimensi ekonomi, sosial, kultural politik danekologis.Dalam sejarah peradaban umat manusia,tanah merupakan faktor yang paling utamadalam menentukan produksi setiap faseperadaban. Tanah tidak hanya mempunyainilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis,politik, sosial, dan kultural. Tidakmengherankan jika tanah menjadi hartaistimewa yang tidak henti-hentinya memicuberbagai masalah sosial yang kompleks danrumit.Menyadari nilai dan arti penting tanah,para pendiri Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) merumuskan tentang tanahdan sumber daya alam secara ringkas tetapisangat filosofis substansial di dalam Konstitusi,Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945,yaitu”Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.Sebagai sumber agraria yang palingpenting, tanah merupakan sumber produksi
yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyakkepentingan yang membutuhkannya.Perkembangan penduduk dan kebutuhan yangmenyertainya semakin tidak sebandingdengan luasan tanah yang tidak pernahbertambah. Karena itulah, tanah dan segalasumber daya alam yang terkandung didalamnya selalu menjadi ”ajang perebutan”berbagai kepentingan yang senantiasamenyertai kehidupan manusia. Tidak heranjika sejak zaman dahulu tanah selalu menjadiobyek yang diperebutkan sehinggamemunculkan adanya sengketa dan konflikyang berkaitan dengan tanah dan sumber dayayang dikandungnya. Disamping itu Adanyaketimpangan struktur penguasaan, pemilikan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah sertaketimpangan terhadap sumber-sumberproduksi lainnya menyebabkan terjadinyakonflik pertanahan.Konflik pertanahan merupakanpersoalan yang kronis dan bersifat klasik sertaberlangsung dalam kurun waktu tahunanbahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalahbentuk permasalahan yang sifatnya kompleksdan multi dimensi. Oleh karena itu usahapencegahan, penanganan dan penyelesaiannyaharus memperhitungkan berbagai aspek baikhukum maupun non hukum. Seringkalipenanganan dan penyelesaian terhadapsengketa dan konflik pertanahan dihadapkanpada dilema-dilema antara berbagaikepentingan yang sama-sama penting. Mencarikeseimbangan atau win-win solution ataskonflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan
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upaya yang tidak mudah. Karena itudibutuhkan pemahaman mengenai akarkonflik, faktor pendukung dan faktorpencetusnya sehingga dapat dirumuskanstrategi dan solusinya. Dengan usaha-usahapenyelesaian akar masalah, diharapkansengketa dan konflik pertanahan dapat ditekansemaksimal mungkin, sekaligus menciptakansuasana kondusif dan terwujudnya kepastianhukum dan keadilan agraria yangmensejahterakan.Dalam konteks provinsi Sumatera Utara,konflik pertanahan yang telah terjadi begitulama dan melibatkan banyak sekali elemenmasyarakat serta melibatkan areal lahan yangbegitu luas adalah sengketa/konflik lahan eksHGU PTPN II.Sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN IIdimulai pada tahun 2002 melalui SK BPNPusat No, 42, 43, dan 44 /HGU/ BPN/2002 danSK nomor 10/2004 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu  Hak Guna Usaha.Pemerintah pusat melalui Badan PertanahanNasional (BPN) mengeluarkan tanah seluas5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Dari 5.873,068
ha itu sebanyak 3.366,55 ha terletak dikabupaten Deli Serdang, 1.210,868 ha diKabupaten Langkat dan 238,52 ha di kotaBinjai. Sementara sebanyak 1.057,13 ha lagimasih menunggu putusan kepala BPN pusat.Menurut Gubernur Sumatera Utara (2003)yang ketika itu masih dijabat oleh Alm.Tengku. Rizal Nurdin, dari 5.873,068 ha ituseluas 2.641,47 ha diperuntukan untukRencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabuptendan Kota (RUTRWK). Sementara sisanya,untuk memenuhi tuntutan rakyat yangmemiliki alas hak yang sah, untuk tuntutanrakyat, garapan rakyat, untuk masyarakatadat, serta untuk perumahan pensiunankaryawan perkebunan.Dikeluarkanya tanah seluas 5.873,068 hadari HGU PTPN II pada kenyataanya bukanmenjadi tonggak baru bagi penyelesaiankonflik agraria di Sumatera Utara terutamayang berkaitan dengan PTPN II, justrusebaliknya menjadi awal dari perluasankonflik yang tak kunjung selesai hinggasekarang.
Tabel 1.1Rencana Peruntukkan dan Penggunaan ArealRencana peruntukan penggunaantanah Kab. Deliserdang Kab. Langkat Kota binjai JumlahTuntutan Rakyat 909,72 Ha 467, 40 Ha - 1.377,12 HaGarapan Rakyat 302,26 Ha 120,26 Ha 122,90 Ha 546,12 HaRUTRW non Pertanian 2.219,70 Ha 308,47 Ha 133,30 Ha 2.641, 47 HaPerumahan Pensiunan Karyawan 441,99 Ha 114,04 Ha 2,32 Ha 558,35 HaMasyarakat Melayu 200,00 Ha 200,00 Ha 50,00 Ha 450,00 HaPengembangan USU 300,00 Ha - - 300,00 HaJUMLAH 5.873,06 HaSumber: Biro Pemerintahan Setda Provsu, 2015Dengan keluarnya kebijakan pelepasanlahan yang tidak diperpanjang HGU nya ternyata memunculkan masalah, sebabpengeluaran tanah seluas 5.873,068 ha dari
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HGU PTPN II tersebut tidak dibarengi denganpeta posisi tanah, dalam SK BPN Pusat No, 42,43, dan 44 / HGU/ BPN/2002.  Pemerintahpusat hanya menyebutkan luasan tanah yangdikeluarkan dan jumlah lahan di masing-masing daerah tanpa menyebut lokasi (desa,kecamatan, apalagi potok-pokok tanah yangmemudahkan identifikasi keberadaan tanahtersebut).Mensikapi kondisi ini, maka GubernurSumateera Utara mengeluarkan keputusandengan membentuk Tim B Plus sesuai SKGubsu No 593.4/065/K/2000 tanggal 11Februari 2000 Jo No 593.4/2060/K/2000tentang penyelesaian Masalah/ Tuntutan/Garapan rakyat di lahan PTPN II. Tim B Plus initerdiri dari Pemerintah Provinsi Sumut,Pemkab Deliserdang, Langkat, Kota Binjai danBPN Sumut. Tim ini tidak melibatkan pihakPTPN 2 dan masyarakat karena tim B plus inimerupakan tim yang diberi tugas untukmelakukan pemeriksaan terhadap lahan yangdituntut oleh rakyat dan lahan yang diajukanperpanjangan HGU oleh PTPN2. Hasil daripekerjaan dari Tim ini adalah matriks lahaneks HGU PTPN II yang sudah dibagiberdasarkan luasan lahan, lokasi tanah dansiapa yang berhak terhadap lahan tersebut.Eksekusi pendistribusian lahan eks HGUPTPN II ini ternyata tidak seperti perencanaandi awal, sebab Pemerintah Provinsi SumateraUtara terganjal oleh regulasi. Dalam SK BPNNo.42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002 dan10/2004, telah disebutkan bahwa tanah-tanahperkebunan yang tidak di perpanjang tersebutakan menjadi tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dan menyerahkanpengaturan/penguasaan, pemilikan,pemamfaatan dan penggunaan tanah tersebutkepada Gubernur Propinsi Sumatra Utara danselanjutnya di proses sesuai ketentuan danperundang-undangan yang berlaku setelah
memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri
yang berwenang dalam hal ini Menteri BUMN
RI.  Selanjutnya naskah ijin pelepasan darikementerian yang berwenang tidak kunjungkeluar.Guna menindaklanjuti maksud SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan SKNo.10/HGU/BPN/2004 pada point ke 4(empat) yaitu, memperoleh  ijin pelepasanasset dari Menteri yang berwenang, GubernurSumatera Utara telah 7 (tujuh) kali memohonijin pelepasan asset kepada Menteri NegaraBUMN RI namun sampai saat ini belummendapatkannya juga, yaitu melalui surat: No.593/0763/2003 tanggal 30 Januari 2003; No.593/2582/2003 tangal 16 April 2003; No.593/6163/2003 tanggal 25 Juli 2003; No.593/6969/2004 tanggal 29 November 2004;No. 593/11900/2010 tanggal 24 Nov 2010;No. 593/968/2013/ tanggal 11 Februari 2013;No. 593/13598 tanggal 26 Nopember 2014.Situasi ini memberikan peluang danruang pada spekulan (untuk tidak menyebutmafia) tanah untuk turut andil dalamperebutan tanah eks HGU PTPN tersebut,bahkan dibeberapa daerah semisal KabupatenDeli Serdang tanah-tanah yang diduga eks HGUPTPN II tersebut telah berubah menjadi hakmilik pegusaha tertentu yang kemudian
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menyulap tanah-tanah tersebut menjadiperumahan mewah,  perkebunan,  pusatpertokohan dan lain sebagianya. Selain itu,pihak Perkebunan Nusantara (direksi) secaraekonomi juga memiliki kepetingan terhadaptanah-tanah tersebut.  Contoh kasus yangpaling banyak terjadi adalah sewa menyewalahan perkebunan yang diduga eks HGU olehoknum PTPN II kepada beberapa pengusaha,baik untuk penenaman tebu, jagung dan lainsebagainya.Berkenaan dengan proses penyelesaianpermasalahan areal lahan eks |HGU PTPN IImasih banyak pertanyaan yang harus dijawabseperti, Siapa yang akan menjadi subyek(penerima manfaat langsung pembagiantanah), dengan cara bagaimana redistribusitanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hakyang akan timbul atas tanah-tanah tersebut,program ikutan apa yang akan dijalankan olehpemerintah untuk melindungi para penerimamanfaat program serta bagaimana statustanah yang sudah berpindah kepada pihak lainbaik sebagai hak milik maupun sewa. Selainitu, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada pengaturan dan penetapanhak atas tanah tidak berada di dalam wilayahkewenangan Gubernur.  Maka masyarakatyang selama ini melakukan reclaiming dansebagian telah melakukan pengeloaanterhadap tanah tersebut akan menjadi pihakyang dirugikan sebab kebanyakan dari merekatidak memiliki alas hak sebagaimana yangdiatur dalam KUHP Perdata (kecuali alashistoris).
Kondisi ini telah menjadi polemik barupada situasi konflik agraria di Sumatera Utara.Sebab jika redistribusi salah sasaran, bukanpenyelesaian yang akan terjadi tetapi justrukonflik baru. Kedua, Sebagaimana yangdijelaskan oleh AP Parlindungan (KomentarAtas UU Pokok Agraria. (42-44.2008), bahwawewenang hak menguasai dari Negara dalam:a. Mengatur dan menyelenggarakanperuntukkan, penggunaan, persediaan danpemeliharaannya.b. Menentukan dan mengatur hak-hak yangdapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, airdan ruang angkasa.c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang danperbuatan hukum mengenai bumi, air danruang angkasa.Penjelasan baik yang diungkapkan olehAP Parlindungan, ini paling tidak menyapaikandua pesan. Pertama bahwa domainredistribusi tanah bukanlah kewenanganPemerintah Daerah tetapi adalah kewenanganPemerintah Pusat cq Badan PertanahanNasional. Ada nomenklatur yang berbedaantara saat pengusulan pelepasan HGU PTPNII seluas 5.873,068 ha pada tahun 2002 – 2003dengan realitas sekarang ini (2017). Harusdiingat bahwa pada saat usulan pelepasantersebut Indonesia masih memakai undang-undang No 22 tahun 2002 yang memberikanruang yang cukup luas pada pemerintahdaerah khususnya pemerintahkabupaten/kota mengenai soal-soalpertanahan termasuk penetapan subjek danobjek redistribusi tanah. Yang saat ini telah
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direduksi dengan keluarnya undang-undangno 23/2014 serta peraturan-peraturan lainnyayang mengarah pada resentralisasi bidangpertanahan.Realitas ini menyampaikan Pesan Keduabahwa sekalipun menurut SK BPN No.42, 43dan 44/HGU/BPN/2002 dan 10/2004, telahdisebutkan bahwa tanah-tanah perkebunanyang tidak di perpanjang tersebut akanmenjadi tanah yang dikuasai langsung olehnegara dan menyerahkanpengaturan/penguasaan, pemilikan,pemampaatan dan penggunaan tanah tersebutkepada Gubernur Provinsi Sumatra Utara danselanjutnya di proses sesuai ketentuan danperundang-undangan yang berlaku setelahmemperoleh ijin pelepasan aset dari Menteriyang berwenang dalam hal ini Menteri BUMNRI. Namun berdasarkan peraturan danperundang-undangan yang ada pengaturandan penetapan hak atas tanah tidak beradadidalam wilayah kewenangan Gubernur.Sebagai pejabat dekonsentrasi, Gubernurbisa saja melakukan langka-langkahkoordinatif seperti yang dilakukan sekarang(Forum Pimpinan Daerah : kejaksaan,Kepolisian, Pengadilan, BPN, dan pemerintahkabupaten kota terkait), namun jikamekanisme redistribusi termasuk bentuk hakditimbulkan atas reditribusi, sertapenyelesaian (pengambilalihan kembali lahanyang sudah bersertifikat atas namapengusaha), tidak di buat dengan benar,efektif, dan transparan maka sangat terbukapeluang rencana yang ada akan dijalankanberakhir dengan kegagalan.
Berdasarkan uraian di atas, maka perluditeliti lebih jauh langkah-langkah yang sudahdilakukan oleh Pemerintah Provinsi SumateraUtara dalam rangka mempersiapkan kebijakanstrategis guna mengantisipasi kemungkinankedepan. Jika langkah-langkah yang telahdiambil masih menemui jalan buntu, makamelalui analisis peran yang dilaksanakan akandapat dievaluasi kelemahan kebijakan gunaterus mendorong issue lahan eks HGU PTPN IIke pemerintah pusat, agar pemerintah pusatmelakukan langkah-langkah penyelesaiankasus ini yang telah mengambang selamapuluhan tahun.
METODE PENELITIANMetode Penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode deskriptif denganmaksud hassil penelitian akan memberikangambaran atau mendeskripsikan secarasistematis, factual dan akurat terhadap obyekyang akan diteliti.Dengan demikian, metode deskriptifyang dimaksudkan dalam penelitian ini adalahmetode deskriptif dengan maksud hasilpenelitian akan memberikan gambaran ataumendeskripsikan fakta-fakta yang ditemui dilapangan yang berhubungan dengan peranPemerintah Provinsi Sumatera Utara dalamproses penyelesaian sengketa/konflik arealeks HGU PTPN II.
HASIL DAN PEMBAHASANBerdasarkan uraian-uraian kronologis diatas, untuk menyikapi terbitnya Surat MenegBUMN Nomor. S.567/MBU/09/2014 tanggal
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30 September 2014 perihal penyelesaianpermasalahan areal Eks. HGU PTPN II danSurat Meneg BUMN Nomor: 5-30/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015perihal Penyelesaian Permasalahan areal Eks.HGU PTPN II yang merupakan surat jawabanMeneg. BUMN RI atas Surat GubernurSumatera Utara Nomor: 593/13598 tanggal 26November 2014 perihal penyelesaianpermasalahan areal eks HGU PTPN II yangmenurut hemat kami surat terakhir MenegBUMN RI merupakan penegasan dari suratsebelumnya dan meminta Gubernur SumateraUtara untuk memastikan daftar nominatifpenerima lahan kepada yang berhak.Berkenaan dengan hal tersebut beberapasaran pendapat kepada Bapak adalah sebagaiberikut: Surat Meneg BUMN RI Nomor: 5-567/MBU/09/2014 tanggal 30 September2014 menyangkut Penyelesaian PermasalahanAreal Lahan HGU diperpanjang seluas56.341,85 Ha dan lahan HGU yang tidakdiperpanjang seluas 5.873, 06 Ha yangberlandaskan pada Pendapat Hukum (LegalOpinion) JAMDATUN Kejagung RI, pada intinyamemutuskan sebagai berikut: 1) Penerbitansertifikat untuk HGU yang diperpanjang danusulan penerbitan HGU baru untuk lahan yangdipertahankan (Dari HGU yang tidakdiperpanjang); 3) Pemindahtanganan denganpenjualan atau ganti rugi, penjualan denganpenawaran umum,/penawaran terbatas/penunjukan langsung (dalam hal ini memenuhipersyaratan kondisi tertentu); 3)Penghapusbukuan secara administrasi untuklahan yang telah didivestasi sebelumnya.
Surat Meneg BUMN RI Nomor: 5-567/MBU/09/2014 tanggal 30 September2014 apabila dianalisis berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan di bidang pertanahansangat tidak mendasar bahkan bertentangan,hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 1)Penerbitan sertifikat untuk HGU yangdiperpanjang dan usulan penerbitan HGU baru
untuk lahan yang dipertahankan (dari HGU
yang tidak diperpanjang). Keputusan MentriBUMN ini sangat bertentangan dan tidakmematuhi kewenangan BPN yang diberikanoleh Negara berdasarkan peraturanperundang-undangan di bidang pertanahanuntuk mengatur dan pemberian hak atas tanahserta kewajiban-kewajiban yang harusdipatuhi oleh pemegang hak atas tanah(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002,
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001,
Keputusan Presiden Nomor 103 Jo. Nomor 3
Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 110
Tahun 2001 Jo. Nomor 5 Tahun 2002,
Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 2001,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999,
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor
9 Tahun 1999, Keputusan Kepala BPN Nomor 6
Tahun 2001, Keputusan Kepala BPN Nomor 12
Tahun 2001)(fotocopy terlampir), terhadapperpanjangan dan tidak diperpanjangnya HGUPT Perkebunan Nusantara II (Persero) telah
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diputus berdasarkan surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional antara lain:1. Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 42/HGU/BPN/2002tentang Pemberian Perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas Tanah terletakdi Kabupaten Deli Serdang PropinsiSumatera Utara dengan luas HGU yangdiperpanjang yakni 14.503.1100 Ha danHGU yang tidak diperpanjang seluas3.353.5900 Ha.2. Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 43/HGU/BPN/2002tentang Pemberian Perpanjangan Jangkawaktu Hak Guna Usaha atas Tanah terletakdi Kabupaten Langkat Propinsi SumateraUtara dengan luas HGU yang diperpanjangyakni 1.866,8600 Ha dan HGU yang tidakdiperpanjang seluas 1.210,8680 Ha.3. Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 44/HGU/BPN/2002tentang Pemberian Perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas Tanah terletakdi Kota Binjai Provinsi Sumatera Utaradengan yang amar putusannyamenyatakan menolak permohonanperpanjangan jangka waktu HGU PTPerkebunan Nusantara II (Persero) seluas238,52 Ha.4. Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor: 10/HGU/BPN/2004tentang Pemberian Hak Guna Usaha AtasTanah yang Terletak di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara DenganLuas HGU Yang Diperpanjang Seluas
1.360.69, 00 Ha dan HGU Yang TidakDiperpanjang Seluas 1.057.12,00 Ha.Keputusan kepala BPN terkait HGU yangtidak diberikan perpanjangan dalam dictumputusannya menyatakan Menyerahkan
pengaturan penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut
kepada Gubernur Sumatera Utara untuk
selanjutnya diproses sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku setelah
memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri
yang berwenang. Hal ini tentunya keputusanMenteri BUMN yang menyatakan bahwa
usulan penerbitan HGU baru untuk lahan yang
dipertahankan (dari HGU yang tidak
diperpanjang) sangat bertentangan dengankeputusan Kepala BPN sehingga dapatdikatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat dan menyalahi aturan administrasipertanahan.Perlu juga ditambahkan berdasarkanPasal 34 Undang - Undang Pokok Agraria danPasal 17  Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 antara lain dinyatakan bahwa
salah satu penyebab hapusnya HGU adalah
karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian atau
perpanjangannya. Hapusnya HGU tersebutmenurut Pasal 17 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996
mengakibatkan tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara. SelanjutnyaPasal 12 ayat 1 hurug g dan h PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996menyatakan bahwa bekas pemegang hak wajib
menyerahkan kembali tanah yang diberikan
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dengan HGU kepada Negara sesudah HGU
hapus dan menyerahkan sertifikat HGU yang
telah hapus kepada Kantor Pertanahan. TerkaitGubernur Sumatera Utara telah menyuratiBPN RI untuk merubah dictum putusan kepalaBPN RI namun tidak pernah ditanggapi sampaisaat ini.Keputusan Menteri BUMN yangmenyatakan “Pemindahtanganan denganpenjualan atau ganti rugi. Penjualan denganpenawaran umum/penawaranterbatas/penunjukan langsung (dalam halmemenuhi persyaratan kondisi tertentu)terhadap tanah yang HGU telah diperpanjangmaupun HGU nya yang tidak diperpanjangadalah sangat tidak mendasar danbertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak patuh pada SuratKeputusan Kepala BPN khususnya terhadapHGU yang tidak diperpanjang. Terhadap HGUyang diperpanjang berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan PT PerkebunanNusantara II (Persero) tidak berhak untukmelakukan tindakan Pemindahtanganandengan penjualan atau ganti rugi. Penjualandengan penawaran umum/ penawaranterbatas/ penunjukan langsung karena PTPerkebunan Nusantara II (Persero) adalahpenerima dan pemegang hak atas tanahberupa HGU bukan pemilik tanah (dalamkonsep hak menguasai oleh Negara) sehinggatidak memiliki kewenangan untukmengalihkan tanah yang tidak sesuai denganperuntukannya. Sesuai dengan aturan hukumdi bidang pertanahan bahwa HGU yang tidakdigunakan sesuai dengan peruntukannya maka
HGU dimaksud dapat hapus sehinggakonsekuensinya berdasarkan Pasal 17 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996terhadap hapusnya HGU mengakibatkantanahnya menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara. Hal ini juga termasuk
divestasi yang dilakukan PT PerkebunanNusantara II (Persero) kepada pihak ketiga
sangat bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan tidak dibenarkan
bagi pemegang hak atas tanah berupa HGU
ditambah lagi dengan keputusan Menteri
BUMN untuk dihapusbukukan secara
administrasi dan dipecah dari sertifikat induk
terhadap tanah HGU yang telah dikuasai oleh
pihak ketiga yang tidak berorientasi pada
kepentingan umum, namun dengan tujuan
komersil.Terhadap surat Meneg BUMN  Nomor: 5-30/MBU/01/2015 tanggal 14 Januari 2015perihal Penyelesaian Permasalahan ArealEks.HGU  PTPN II yang intinya mohondukungan dari Gubernur Sumatera utarauntuk memastikan daftar Nominatif penerimalahan tersebut yang akan ditetapkan nantinyasebagai pihak yang berhak, berkenaan denganhal tersebut dapat kami sarankan sebagaiberikut: 1) Agar Pemerintah ProvinsiSumatera Utara membentuk Tim Kajian danAnalisis Hukum yang melibatkan InstansiTeknis dan Fakar Hukum Peratanahan(Akademisi) untuk menelaah keputusan dankebijakan serta landasan hukum yang telahdiambil Tim B Plus dan pihak PTPN II maupunMeneg BUMN RI terkait objek tanah lahan Eks.HGU maupun lahan HGU PTPN II
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(sebagaimana yang telah kami uraikan padapoint sebelumnya); 2) Konsultasi Hasil KajianHukum (Point 1) kepada Pemerintah Pusat(Meneg BUMN  RI, BPN RI, Mendagri) gunamendapatkan Payung Hukum danmenyepakati Format/Metode serta BimbinganSupervisi untuk Penyelesaian dankeikutsertaan Pemerintah Pusat  dalammenyelesaiakan/pengawasan ataspermasalahan Eks. HGU PTPN II; 3)Membentuk Tim Khusus (Task Force) untukPenyelesaian permasalahan Eks. HGU PTPN IIyang melibatkan Forum Komunikasi PimpinanDaerah (FKPD ) dan instansi terkait baik pusat( Meneg BUMN RI , BPN RI,Mendagri) maupundaerah, karena dikhawatirkan dalampenyelesaian permasalahan tanah ini apabilatidak cermat dan bijak, diperkirakan akandapat menimbulkan konflik baik vertikalmaupun horizontal ditengah-tengahmasyarakat.Menentukan Skala PrioritasPenyelesaian dari Rencana Peruntukan danPenggunaan Eks. HGU PTPN II seluas 5.873,06Ha (Sesuai dengan SK BPN Nomor:42,43,44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002dan Nomor 10 /HGU/BPN/ 2004 tanggal 6Februari 2004) dengan tetap mengacu kepadahasil keputusan-keputusan Tim B Plus,danmengedepankan Aspek Hukum, Politik, SosialEkonomi Masyarakat, dan Keadilan dalamPenyelesaian Rencanan  Peruntukan danPenggunaan Lahan EKS HGU PTPN II seluas5.873.06 Ha yang terletak di Kabupaten DeliSerdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai,antara lain Tuntutan (1.377,12 Ha), Garapan
(546,12), Perumahan Karyawan (558,35 Ha),RUTRWK (2.641,47 Ha), PenghargaanMasyarakat (450.000 Ha).Setelah mempelajari dari Peraturan-peraturan yang menyangkut BidangPertanahan dan kebijakan yang telahdikeluarkan / dilaksanakan baik oleh Tim BPlus sebelumnya dan kebijakan oleh PTPN IImaupun dari Instansi Pusat (Meneg BUMN RIdan BPN RI) serta mencermati perkembangansituasi dan kondisi di lapangan yang telahberlangsung 15 tahun khususnya di arealEks HGU PTPN II, merupakan salah satupenyumbang tertinggi dalam eskalasi konflikbidang pertanahan di Provinsi Sumatera Utara,berkenaan dengan hal tersebut disarankankepada Bapak agar Pemerintah ProvinsiSumatera Utara secara aktif untuk komunikasidan konsultasi yang melibatkan Instansi Pusat(Meneg BUMN RI, BPN RI, Menkumhan RI,Mendagri, Kejagung RI) guna mendapatPayung Hukum, Format/Metode danBimbingan Supervisi yang akan digunakandalam menyelesaikan masalah Eks HGU PTPNII nantinya, mengingat kondisi di lapangansaat ini disinyalir telah terjadi jual beli lahantanah negara dan terbitnya sertifikat Hak Milikdi lokasi lahan Eks. HGU dimaksud, disampingitu surat – surat dan Keputusan Meneg BUMNRI serta payung hukum yang digunakan yangterkait Eks. HGU PTPN II tidak sinkron bahkanmenurut hemat kami bertentangan denganperaturan di bidang pertanahan, untuk ituPemerintah Provinsi Sumatera Utara dalamPenangannya dan Kebijakannya harus benar-benar mencermati, menyikapi secara arif dan
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bijaksana dengan tetap mengedepankan AspekHukum, Politik, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya(Heterogenitas) dan Keadilan dalampenyelesaian (Regulasi).Adapun Skema Penyelesaian yang dapatmenjadi bahan diskusi (kajian dasar) baikkepada Instansi Teknis maupun Fakar Hukum(Akademisi) sebelum ditawarkan kepadaPemerintah Pusat guna mendapatkan PayungHukum Format/Metode penyelesaian sertaBimbingan Supervisi, adalah sebagai berikut:1) Tanggapan Atas Surat Tanggapan Atas SuratMenteri Badan Usaha Milik Negara RepublikIndonesia Nomor: S – 567/ MBU/09/ 2014tanggal 30 September 2014 dan Surat MenteriBadan Usaha Milik Negara Republik IndonesiaNomor: S – 30/MBU/01/2015 tentangPenyelesaian Permasalahan Areal Lahan HGUDiperpanjang Seluas 56.341,85 Ha dan LahanHGU Yang Tidak Diperpanjang Seluas 5.873,06Ha Serta Aset Berupa Bangunan Rumah DinasMilik PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).Ditujukan Kepada Direksi PT. PerkebunanNusantara II (Persero) Tanjung MorawaMedan.Dari total HGU yang tidak diperpanjangseluas 5.873, 06 Ha terdiri dari: Area yangdapat dipertahankan seluas 1.633,37 Ha.Meneg BUMN merekomendasikan UsulanPenerbitan HGU baru.
Tanggapannya: Apakah HGU yang tidakdiperpanjang oleh PTPN II yang sudah lebihdari 15 tahun fisik tanah telah dikuasai olehPTPN II walaupun Hak Atas Tanah belumdiperoleh dapat dibenarkan menurutPeraturan Perundang – Undangan. Apakah
Peraturan Perundang – Undangan yangmengatur tentang Pendaftaran Tanah,Penerbitan Hak Atas Tanah  dan PerpanjanganHak yang diberikan oleh Negara tidak berlakubagi PTPN II.Area Lahan yang dilepas termasuk yangsudah didivestasi dan dipinjampakai seluas3.995,94 Ha. Meneg BUMN merekomendasikanuntuk Pemindahtanganan danPenghapusbukuan.Tanggapannya, Apakah PTPN II masihmemiliki kewenangan atas HGU yang tidakdiperpanjang (lihat Konsep Hak Menguasaioleh Negara di dalam UUPA). Apakahpemindahtanganan yang akan dilakukan olehPTPN II tidak bertentangan dengan PeraturanPerundang-undangan yang memberikankewenangan kepada Pemerintah Daerah.Apakah Pemindahtanganan sebagaimanadirekomendasikan Meneg BUMN kepada PTPNII terhadap area HGU yang tidak diperpanjangtidak menimbulkan konflik.
SIMPULANKonflik agraria di Indonesia danSumatera Utara Khususnya sepertinya telahmenjadi persoalan tanpa ujung. Yang terjadibukan hanya tidak dapat diselesaikannyakasus-kasus lama, namun eskalasi konflik-konflik baru juga mengalami peningkatansampai pada titik yang cukupmengkhawatirkan. Rasio jumlah tanah untukpertanian dengan jumlah kebutuhan pendudukterhadap tanah yang timpang, serta tidakditempatkanya investasi pengelolaan sumberdaya alam pada areal yang bijak, disinyalir
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menyadi penyebab utama mengapa konflikagraria di Indonesia menjadi semakinkompleks. Undang-undang pokok agraria No 5tahun 1960 sebenarnya telah meletakkantonggak dasar bagi penyelesaian persoalantersebut. Namun berbagai peraturanperundang-undangan yang dilahirkansetelahnya, secara langsung ataupun tidaklangsung telah membekukan undang-undangtersebut (UU PA). Fakta ini memberikanpenjelasan pada kita bahwa persoalan konflikagraria tidaklah berdemensi tunggal apalagikeadaerahan. Ia (konflik agraria) tidaklahberada pada ruang hampa minus intervensi(internasional, nasional, maupun regional).Artinya penyelesaian konflik agraria terutamadi Sumatera Utara, tidak bisa hanya didukungoleh niat baik pemerintah daerah, tapi harusmendapat dukungan pada skala yang lebihluas: pemerintah pusat, dan masyarakat sipil.Penyelesaian kasusu-kasus di daerah, dalambanyak kasus teryata disebabkan lambannyapemerintah pusat merepon permasalahansehingga tidak jarang membuat pemerintahandi daerah tidak berani mengambil kebijakan,terutama kasus lahan eks HGU PTPN II ini,salah satunya adalah lambanya regulasi daripemmerintah pusat, khususnya KemenegBUMN untuk melaakukan langkah-langkahstrategis guna menyelesaikan hal ini.Pembiaran di lapangan terjadi selama puluhantahun tanpa ada upaya atau skemapenyelesaian secara komprehensif. Sepertinyacarut marut dilapangan terus terjadi tanpa adakehadiran negara di alamnya. Pemerintahpusat harus segera melakkukan langkah
proaktif mengeluarkan regulasi yang berkaitandengan mandegnya proses pelepasan izin HGUkepada pemerintah Provinsi Sumatera Utaradan Pemerintah daerah juga harus seggerabersiap menyiapkan segala sesuatunya yangberkaitan dengan Redistribusi lahan kepadamasyarakat nantinya.
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terletak di Kota Binjai, Provinsi SumateraUtaraSurat Keputusan KBPN Nomor 10/HGU/BPN/2004,tanggal 6 Februari 2004, Tentang PemberianHak Guna Usaha atas Tanah terletak diKabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara.
